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PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN 

NOMOR 03 TAHUN  2011 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI  JASA USAHA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BENGKULU SELATAN,  
 
 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

a. 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
c. 
 
 
 
 
d. 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat dalam menggunakan/pemanfaatan sarana dan 
prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka perlu 
adanya patrtisipasi dari masyarakat ; 
 
bahwa retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan 
pembangunan dan pemerintahan daerah; 
 
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan 
penataan dan pengaturan kembali Peraturan Daerah Kabupaten 
Bengkulu Selatan tentang Retribusi Jasa Usaha; 
 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha; 
 
 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 
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2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 

Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2828); 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir 
dengan Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008  tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4884); 
 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 549 );  
 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara 
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 5161); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN 
 

dan 
 

BUPATI BENGKULU SELATAN 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. 
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BAB  I 
KETENTUAN  UMUM 

 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan. 

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha  yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga 
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 
tetap. 

6. Parkir adalah keadaan tidak begerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 

7. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk 
mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/ 
atau barang serta perpindahan moda angkutan. 

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau badan. 

9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut 
prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor 
swasta. 

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan. 

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat 
Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 
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13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB 
adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi 
karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak 
seharusnya terutang. 

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau 
denda. 

15. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Ketetapan atas keberatan terhadap SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB yang diajukan oleh 
wajib retribusi. 

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah 
data dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
perundang-undangan retribusi daerah. 

17. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 

 
 

BAB II 
 JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI 

 
Pasal 2 

 
(1)  Jenis retribusi Dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari: 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
b. Retribusi Pasar Grosir Dan / Atau Pertokaan; 
c. Retribusi Terminal; 
d. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 
e. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa; 
f. Retribusi Rumah Potong Hewan; 
g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 
 

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Golongkan pada Retribusi Jasa 
Usaha. 
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BAB  III 
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Nama,Objek Dan Subjek Retribusi 

 
Pasal  3 

 
Dengan nama Retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pelayanan 
pemakaian kekayaan daerah. 
 

Pasal 4 
 

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah. 
 

(2) Objek Retibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Pemakaian Tanah 
b. Pemakaian Bangunan 
c. Pemakaian Peralatan band 
d. Pemakaian Tenda 
e. Pemakaian Kursi 
f. Pemakaian Peralatan Laboratorium 
g. Pemakaian Alat Berat/Alat Besar Dan Peralatan Bengkel  
h. Pemakaian Kendaraan Bermotor 
i. Pemakaian Pemakaian Rumah Dinas 
 

(3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah 
tersebut. 

 
Pasal 5 

 
(1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan / menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah. 
 

(2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau orang badan 
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi di wajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah. 
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